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ABSTRACT

Government Indonesia found BUMN with two especial target,
that is target having the character of public spirited target and
economics. In target having the character of economics, BUMN meant
to manage strategic business sector in order not to be mastered
certain side. Target of public spirited BUMN for example can be
reached to through creation of employment and also strive to awaken
local economics. creation of Employment reached to through
recruitment of labour by BUMN

With the nun of time, privatisas execution that happened till
now still impress is intricate, long draw out, and is not transparent.
Told intricate for no clear order him about privatisasi procedure and
procedure. Process privatisas from each every BUMN conducted
with different treatment and procedure. Privatisasi execution also
impress long draw out. Decision which have been taken government
cannot isimmediately executed, because various reason.

This handing out is meant to analyse in order to searching
BUMN privatisasi form capable to deliver benefit to Indonesia society
and government, and also look for privatisas strategy which can be
accepted by various side, which isrelated to BUMN.

Keywords : Economic Society, privatisass BUMN.

Pendahuluan

Berbagai akibat krisis ekonomi yang mendera bahgdanesia sejak tahun
1998 yang silam salah satunya adalah jumlah pemdyalng miskin di indonesia
semakin meningkat. Menurut data dari Bappenas b@imiah pengangguran akan
meningkat dari 8,8 persen menjadi 9,1 persen pauat2003. Ini berarti apabila
masalah pengangguran tidak terselesaikan maka d&pat menambah jumlah
penduduk miskin. Di samping itu banyak perusahaangytidak mampu lagi
beroperasi karena ketidakmampudimancial dan manajemen yang handal.
Sehingga mau tidak mau terpaksa harus merumahkagise besar karyawannya.
Padahal tahun 2003 kran perdagangan bebas tingk#® Atau AFTA sudah di
buka lebar-lebar, sehingga perusahaan yang sualaim&nghadapi kompetisi yang
sangat ketat saja yang akan mampu untuk bertale@iaBdari pengalaman bahwa
untuk memajukan dan mengembangkan usaha harusdhldin dengan sungguh-
sungguh dengan segala kemampuan yang optimal dak btoleh setengah-
setengah.
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Oleh karena pemerintah Indonesia mendirikan Badsaht) Milik Negara
(BUMN) dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yaagsifat ekonomi dan tujuan
yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifainekni, BUMN dimaksudkan
untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis aglak dikuasai pihak-pihak
tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut Idglaip orang banyak, seperti
perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaird@amanatkan dalam pasal 33
UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN.

Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peiitagk kesejahteraan
masyarakat, terutama masyarakat yang berada diasdgkasi BUMN. Tujuan
BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapalalui penciptaan lapangan
kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonoioigad. Penciptaan lapangan
kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oBUOMN. Upaya untuk
membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai @enjglan mengikut-sertakan
masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukungnéatan proses kegiatan
usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintabk memberdayakan usaha
kecil, menengah dan koperasi yang berada di sdkitasi BUMN. Namun dalam
kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUM&cara umum belum
menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolédidza yang dihasilkan masih
sangat rendah. Sebagai contoh, pada tahun 2000 BuMhiliki total asset
sebesar Rp 861,52 trilyun hanya mampu menghasiteamtungan sebesar Rp
13,34 Trilyun, atau dengan tingkd&eturn on Assets (ROA) sebesar 1,55%.
(Laporan Perkembangan Kinerja BUMN — Dirjen PemamBUMN, 2001).

Data tahun 2000 menunjukkan bahwa hanya 78,10% f(Hdusahaan)
BUMN yang beroperasi dalam keadaan sehat. Sedangkanya, 16,06% (22
perusahaan) dalam kondisi kurang sehat, dan 5,848ér(sahaan) dalam keadaan
tidak sehat. l(aporan Perkembangan Kinerja BUMN?”, Dirjen Pembinaan BUMN,
Departemen Keuangan R.l., April 2001). Agar dapanjaankan fungsinya,
BUMN yang ada dalam kondisi kurang sehat dan tisietkat perlu dibantu oleh
pemerintah, dalam bentuk penyertaan modal pemhbrinta

Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia miaaihs berjuang untuk
melepaskan diri dari belitan krisis ekonomi yangai sejak pertengahan tahun
1997. Berbagai upaya sebagaimana yang disarankanelgh dijalankan, misalnya
perubahan format Angaran Pendapatan dan Belanjar&dl€¢§PBN) dari TAccount
menjadi [Account, yang memungkinkan adanya defisit pada APBN. Denga
format baru tersebut, jelas terlihat bahwa sejduna2000 APBN Indonesia
mengalami defisit anggaran. Salah satu upaya yédegiguh pemerintah untuk
menutup defisit anggaran tersebut adalah melakpiaatisasi BUMN.

Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundamg gan kontra di
kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpermdpsa BUMN adalah aset
negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikanteh pemerintah, walaupun
tidak mendatangkan manfaat karena terus merugaliMjia kasus penjualan saham
PT. Semen Gresik Group kepada Cemex. Kebijakaditioliak oleh serikat pekerja
Semen Gresik (SPSG) dengan melakukan mogok ke¢mmi¢ V DPR:Tunda
Privatisas BUMN", Kompas, 9 Januari 2002). Sementara itu, ada gi@ba

147



masyarakat berpikir secara realistis. Mereka belgeat bahwa pemerintah tidak
perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMMrdebut dapat
mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negarandayarakat Indonesia.

Permasalahan

Pelaksanaan privatisasi BUMN yang dicanangkan Baherintah Indonesia
ternyata tidak dapat berjalan mulus sebagaimanay ydiharapkan. Realisasi
privatisasi BUMN tahun 2001 hanya mampu mencap& 8@ri target. Sembilan
BUMN yang seharusnya diprivatisasi pada tahun 2@@laksa dicarry over ke
tahun 2002. Sementara itu, untuk tahun 2002 sermunerintah mentargetkan
privatisasi untuk 15 BUMN.

Pelaksanaan privatisasi yang terjadi sampai saanhasih terkesan ruwet,
berlarut-larut, dan tidak transparan. Dikatakan eukarena tidak adanya aturan
yang jelas tentang tata-cara dan prosedur prigatiBaoses privatisasi dari setiap
BUMN dilakukan dengan prosedur dan perlakuan yaetbdia. Pelaksanaan
privatisasi juga terkesan berlarut-larut. Keputugang sudah diambil pemerintah
tidak bisa dengan segera dilaksanakan, karenadsrbésan. Keputusan untuk
menentukan pemenang tender privatisasi juga tidakaauran atau formula yang
jelas, sehingga terkesan pemerintah kurang traasgkiam proses privatisasi.
Kegagalan pelaksanaan privatisasi juga disebabkiamya penolakan terhadap
privatisasi BUMN. Penolakan terhadap privatisasi MU dapat dilihat dari
maraknya demo-demo untuk menentang privatisasi BUklK yang dilakukan
oleh masyarakat maupun karyawan BUMN. Penolakamatiyp privatisasi juga
datang dari pihak-pihak tertentu seperti DireksiNB\J Pemerintah Daerah, DPR,
dll. Berbagai alasan dikemukakan oleh pihak-pihaktentu untuk menolak
privatisasi BUMN, antara lain (1) privatisasi digagp merugikan negara, (2)
privatisasi kepada pihak asing dianggap tidak madi®, (3) belum adanya bukti
tentang manfaat yang diperoleh dari privatisasi.

Di samping alasan-alasan tersebut, masing-masingk pmemiliki alasan
yang spesifik. Direksi BUMN mengkhawatirkan, prigasi akan menyebabkan
hilangnya jabatan, fasilitas dan kemudahan yangkaemiliki selama ini, serta
hilangnya peluang untuk melakukan korupsi. Pematimaerah mengkhawatirkan
privatisasi BUMN akan menyebabkan Pemerintah Dadhilangan sumber
penerimaan pendapatan. Sementara anggota DPR dampobilik ada yang
memanfaatkan isu privatisasi untuk kepentinganagiiatau golongan/partainya.
Penolakan terhadap privatisasi BUMN, terutama pigaai kepada investor asing,
mengesankan bahwa mereka adalah kelompok nasiogalig menentang
penjualan aset negara. Mereka berharap tindakaakemexkan mendapat simpati
dari masyarakat, yang merupakan modal untuk meng&aanpemilu tahun 2004
nanti.

Makalah ini dimaksudkan untuk melakukan analisimmarangka mencari
bentuk privatisasi BUMN yang mampu mendatangkan faznbagi pemerintah
dan masyarakat Indonesia, serta mencari stratégitigasi yang dapat diterima
oleh berbagai pihak, tertutama pihak-pihak yankaiedengan BUMN. Privatisasi
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yang dilaksanakan pada tahun 2002 diharapkan daggmdatangkan banyak
manfaat, antara lain menghasilkan dana untuk menudtefisit APBN 2002,

meningkatkan kinerja BUMN yang diprivatisasi, téesggaranya prinsip-prinsip
good governance dalam pengelolaan BUMN, meningkatnya kemampuan BUM
untuk mengakses peluang di pasar internasionajadieya transfer ilmu

pengetahuan dan teknologi dari investor ke BUMN gyatiprivatisasi, serta
terjadinya perubahan budaya kerja yang mengaraladiepeningkatan kinerja
BUMN. Sementara itu, dari sisi pelaksanaan prieati©iendaknya dicari strategi-
strategi agar pelaksanaan privatisasi tidak menkaburesistensi dari pihak-pihak
yang terkait.

Pembahasan

Pada era mendatang, BUMN akan dihadapkan pada sgar yang
semakin luas, dengan persaingan yang semakin K&édnsi pasar tidak hanya
terbatas di pasar dalam negeri, tetapi juga dirdasa negeri. Namun sebaliknya,
pesaing dari luar negeri juga akan memperebutksarpgang ada di dalam negeri.

Untuk mengantisipasi peluang dan ancaman terseBWMN harus
mempersiapkan diri dengan menciptakan produk baeiag jasa yang sesuai
dengan selera konsumen, memiliki kualitas yang ,bai&ngan harga yang
kompetitif. Dengan bermodalkan kemampuan di bid&egangan saja, belum
cukup memberikan jaminan bahwa BUMN akan mampuabart hidup dan
bersaing di pasar global. BUMN harus mampu mergagian melayani konsumen
dengan kualitas pelayanan yang lebih baik. BUMNusanampu memanfaatkan
teknologi yang tepat untuk menciptakan produk yaegkualitas baik. Dengan
teknologi tersebut, BUMN harus mampu menciptakass@s bisnis internal yang
efisien agar dapat menghasilkan produk dengan hgagg bersaing. Dan yang
tidak kalah pentingnya, para karyawan BUMN harusnitiki motivasi yang kuat
untuk selalu mengupgrade diri dan meningkatkan kepoean mereka, sejalan
dengan perkembangan teknologi yang digunakan.

Balanced scorecard merupakan kerangka kerja komprehensif untuk
menerjemahkan visi dan strategi perusahaan ke dsdgerangkat ukuran kinerja
yang terpadu, yang tersusun dalam empat perspgiitii keuangan, pelanggan,
proses bisnis internal, serta pembelajaran darnumpbrtthan. (Mulyadi, 2001).
Balanced scorecard bukan hanya dipakai sebagai sistem pengendaétapitjuga
dipakai sebagai sarana untuk mengartikulasikan oesi strategi bisnis, untuk
mengkomunikasikan strategi bisnis, serta menydtarasberbagai inisiatif
perorangan, unit kerja, dan perusahaan untuk mantgpan bersama.

Ukuran kinerja keuangan memberikan petunjuk apakedtegi organisasi
serta implementasinya mampu memberikan kontribusiand meningkatkan
pendapatan keuangan organisasi. Keberhasilan egginidalam perspektif
keuangan dapat diukur antara lain dengan mengurighkat laba operasigturn on
capital employed (ROCE), ataweconomic value added.

Perspektif pelanggan memberikan identifikasi pej@mgdan segmen pasar
yang dituju oleh organisasi. Berbagai ukuran dajgiinakan untuk mengetahui
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keberhasilan organisasi, antara lain kepuasan gmdan) retensi pelanggan,
perolehan pelanggan baru, profitabilitas pelanggkam pangsa pasar di segmen
sasaran.

Dalam perspektif proses bisnis internal perlu ditdikasi proses internal
penting yang harus dikuasai oleh organisasi, y&am derdampak besar kepada
kepuasan pelanggan serta pencapaian tujuan fihamgjanisasi. Proses bisnis
internal yang efisien dapat dicapai dengan memédtaaeknologi yang tepat dan
dioperasikan oleh karyawan yang memiliki kemampdan kemauan kerja yang
memadai.

Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidexsif infrastruktur
yang harus dibangun perusahaan dalam menciptakamjeihan dan peningkatan
kinerja jangka panjang. Hal ini dapat dicapai melptoses pembelajaran karyawan
yang berkesinambungan, serta pemanfaatan teknghoyy tepat dalam proses
bisnis internal.

Apakah Perlu Privatisass BUMN Dilakukan?

Pro dan kontra terhadap kebijakan privatisasi BUMN imasrus berlanjut
dengan argumentasi masing-masing pihak. Pihak gatgiu dengan privatisasi
BUMN berargumentasi bahwa privatisasi perlu dilaukuntuk meningkatkan
kinerja BUMN serta menutup devisit APBN tahun 20D2ngan adanya privatisasi
diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara |ghibfesional lagi.
Logikanya, dengan privatisasi di atas 50%, makad&kndan pelaksanaan
kebijakan BUMN akan bergeser dari pemerintah keestar baru. Sebagai
pemegang saham terbesar, investor baru tentu atapdya untuk bekerja secara
efisien, sehingga mampu menciptakan laba yang aeptimampu menyerap tenaga
kerja yang lebih banyak, serta mampu memberikartribksi yang lebih baik
kepada pemerintah melalui pembayaran pajak danggiarbdividen.

Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi beraggurbahwa apabila
privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan MU tetap di tangan
pemerintah. Dengan demikian segala keuntungan mauptugian sepenuhnya
ditanggung oleh pemerintah. Mereka berargumentdsiva devisit anggaran tahun
2002 harus ditutup dengan sumber lain, bukan desil penjualan BUMN. Mereka
memprediksi bahwa defisit APBN juga akan terjadigpsahun-tahun mendatang.
Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defiAPBN, suatu ketika
BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada takalmuin mendatang tetap
akan terjadi.

Privatisas BUMN
1. Privatisass BUMN yang | deal
Privatisasi dapat mendatangkan manfaat bagi petakridan masyarakat
Indonesia apabila setelah privatisasi BUMN mamputaban hidup dan
berkembang di masa depan, mampu menghasilkan keyarty dapat
memberdayakan usaha kecil, menengah dan kopertsinsasyarakat yang ada
disekitarnya. Dengan demikian, privatisasi BUMN atdpkan (1) mampu
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meningkatkan kinerja BUMN, (2) mampu menerapkamgpi-prinsip good

governance dalam pengelolaan BUMN, (3) mampu mé&aikgn akses ke pasar
internasional, (4) terjadinya transfer ilmu penpgatn dan teknologi, (5)
terjadinya perubahan budaya kerja, serta (6) mamgnutup defisit APBN.

Peningkatan kinerja BUMN diharapkan bukan hanygdémpada jangka
pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Untukatws perhatian bukan hanya
difokuskan pada perspektif keuangan saja, tetapish#éebih komprehensif
dengan memperhatikan perspektif pelanggan, prosesisb internal,
pertumbuhan, dan pembelajaran.

Dalam menjalankan tugasnya, manajemen BUMN dituntitk lebih
transparan serta mampu menerapkan prinsip-prgusigh cor por ate gover nance.
Manajemen BUMN harus sadar bahwa setelah privatipasgawasan bukan
hanya dari pihak pemerintah saja, tetapi juga aestor yang menanamkan
modalnya ke BUMN tersebut.

Pada tahun-tahun mendatang, BUMN akan menghadafsiaipgan
global, di mana batas wilayah suatu negara dapagastemudah dimasuki oleh
produsen-produsen asing untuk menjual produk-pradiekgan kualitas yang
baik dan dengan harga yang sangat kompetitif. ®&bnanya, BUMN harus
meningkatkan kualitas produknya serta memperluasjn pasar, bukan hanya
pada tingkat nasional tetapi juga di pasar globBaihgan privatisasi, terutama
dengan metodestrategic sale kepada investor dari luar negeri, diharapkan
BUMN memiliki partner yang mempunyai akses yanghdiaik di pasar global.
Kebijakan privatisasi seperti ini diharapkan dapsndorong BUMN untuk
mengembangkan jangkauan pasarnya di pasar luar.nege

Disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tdvaskembang.
Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi barandgroses produksi
menghasilkan produk dalam tempo yang lebih cepaigain kualitas yang lebih
baik, serta harga pokok yang lebih kompetitif. Ddng pemasaran teknologi
baru, khususnya teknologi informasi, dapat dipas@bagai sarana strategis
untuk menjalin hubungan yang lebih baik dan beitambengarustomer serta
parasupplier. Privatisasi diharapkan dapat memperkenalkan peogetahuan
dan teknologi baru kepada BUMN, sehingga BUMN aksmpu memberikan
sarana kepada para karyawan untuk terus melakukarbegdajaran dan terus
mengembangkan diri, sehingga mampu menghasilkastukrgang berkualitas,
dengan harga yang kompetitif.

Masuknya investor baru dari proses privatisasi rdiplkan dapat
menimbulkan suasana kerja baru yang lebih produitéhgan visi, misi, dan
strategi yang baru. Perubahan suasana kerja imirapkan menjadi pemicu
adanya perubahan budaya kerja, perubahan prosgis bisernal yang lebih
efisien, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dknolbgi baru yang
diadopsi BUMN setelah proses privatisasi.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya, privatisddsM® diharapkan dapat
menutup defisit APBN tahun 2002. Hal ini berartihbva harga saham dan
waktu merupakan dua variabel yang perlu mendapatkamatian besar dalam
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proses privatisasi BUMN. Harga saham harus dipidnatdalam kaitannya
untuk mengejar target perolehan dana dalam rangkautup defisit APBN,
namun di sisi lain terdapat kendala waktu, di mansatisasi harus segera
dilaksanakan, paling tidak dalam tahun 2002.
2. Strategi Privatisas BUMN

Privatisasi BUMN dapat ditempuh melalui beberapdode, antara lain
melalui penjualan saham di pasar mogilyat placement oleh investor dalam
negeri dengan penyertaan di bawah 5@Biyat placement oleh investor dalam
negeri dengan penyertaan di atas 5p€ivat placement oleh investor luar negeri
dengan penyertaan di bawah 508tivat placement oleh investor luar negeri
dengan penyertaan di atas 50%. Setiap metode rkemilebihan dan
kelemahan masing-masing. Dengan memperhatikan ikaleldan kelemahan
dari setiap metode, kemudian membandingkannya deprieatisasi yang ideal,
maka dapat dipilih metode yang paling cocok untukapisasi BUMN.
a. Privatisas Méealui Pasar Modal

Pada strategi privatisasi melalui pasar modal, pemtad menjual
kepada publik semua atau sebagian saham yangldiatdis BUMN tertentu
kepada publik melalui pasar modal. Umumnya, pertarimanya menjual
sebagian dari saham yang dimiliki atas BUMN terseBtrategi ini akan
menghasilkan suatu perusahaan yang dimiliki bersantara pemerintah dan
swasta. Proporsi kepemilikan pemerintah atas BUMMkan menurun.

Privatisasi melalui pasar modal cocok untuk mengtisasi BUMN
yang besar, memiliki keuntungan yang memadai, ptgansi keuntungan
yang memadai yang dalam waktu dekat dapat direaliBavatisasi melalui
pasar modal dapat dilaksanakan apabila BUMN bisalmeekan informasi
lengkap tentang keuangan, manajemen, dan inforr@@silain, yang
diperlukan masyarakat sebagai calon investor.

Privatisasi melalui pasar modal akan menghasilkamadyang bisa
dipakai untuk menutup devisit APBN. Namun demikigniyvatisasi tidak
akan banyak merubah pola pengelolaan BUMN. PriasitBUMN melalui
pasar modal akan mendatangkan investor dalam jubadaiiak dengan rasio
penyertaan yang relatif kecil. Pemerintah masih jatBrpemegang saham
mayoritas. Tidak ada pergeseran peran pemerint@mdBUMN setelah
privatisasi. Tidak ada transfer ilmu pengetahuan tnologi, tidak ada
perubahan budaya kerja, serta tidak ada perluassar gi pasar global.

Privatisasi melalui pasar modal belum tentu dapatmatu
pertumbuhan perekonomian. Hal ini terjadi bisahdii dari komposisi
investor yang membeli saham BUMN di pasar modaallp sebagian besar
penyertaan modal dilakukan oleh investor dalam melgerarti tidak banyak
pertambahan uang beredar di masyarakat, sehintjgarguk mendongkrak
pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, apabilagsabeesar investor
berasal dari luar negeri, maka akan menyebabkaingleatan uang beredar,
yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pertoarbekonomi.
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b. Privatisas Melalui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri
dengan Penyertaan di bawah 50%

Pada strategi ini, pemerintah menjual sebagian Kagiang dari 50%)
dari saham yang dimiliki atas BUMN tertentu kepadtu atau sekelompok
investor dalam negeri. Calon investor pada umunsyd@ah diidentifikasi
terlebih dulu, sehingga pemerintah dapat memilfe$tor mana yang paling
cocok untuk dijadikan partner usahanya.

Privatisasi dengaprivate placement oleh investor dalam negeri akan
menghasilkan dana bagi pemerintah yang dapat dipakiak menutup
devisit APBN 2002. Namun dengan penyertaan modabalvah 50%,
investor baru tidak memiliki kekuatan yang dominartuk ikut menentukan
kebijakan perusahaan, sehingga peran pemerintalih nbemp dominan
dalam BUMN. Secara umum kebijakan manajemen tidan anengalami
perubahan, demikian pula teknologi dan budaya kggag ada tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Strategi peage modal dari
investor dalam negeri ini tidak menambah jumlahgugmang beredar di
masyarakat, sehingga perekonomian tidak terdongktekgan adanya
privatisasi.

c. Privatisas Méealui Private Placement oleh Investor Dalam Negeri
dengan Penyertaan di atas 50%

Seperti halnya alternatif sebelumnya, privatisaselatni privat
placement oleh investor dalam negeri dengan peagerti atas 50% akan
menghasilkan dana bagi pemerintah untuk menutugidenggaran. Namun
demikian alternatif ini tidak dapat mendongkrak gk@nomian nasional,
karena dana yang ditanamkan di BUMN berasal ddendanegeri (sektor
swasta). Penyertaan investor di atas 50% akan rhabigan investor baru
memiliki kekuatan untuk ikut menentukan kebijakamladh menjalankan
kegiatan operasional BUMN, sehingga akan terjadiggseran peran
pemerintah dari pemilik dan pelaksana usaha merggdiator dan promotor
kebijakan. Visi, misi dan strategi BUMN mungkin ngatami perubahan.
Demikian pula pemanfaatan teknologi informasi, psokisnis internal, serta
budaya kerja akan mengalami perubahan. Kemampuagesake pasar
internasional barangkali masih diragukan, karenagaa tergantung dari
kemampuan investor baru untuk menembus pasar asierral.

d. Privatisas Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan
Penyertaan di bawah 50%

Alternatif ini akan menyebabkan adanya aliran danasuk ke
Indonesia, yang sangat berarti untuk memperceppufaan perekonomian
dan penyerapan tenaga kerja. Investor luar negada pumumnya
menginginkan adanygood corporate government dalam mengelola BUMN.
Namun dengan penyertaan kurang dari 50% investar tidak memiliki
kekuatan untuk memaksakan kehendaknya. Investar hegeri dapat
diharapkan untuk mentransfer ilmu pengetahuan drmotogi baru kepada
BUMN. Keikutsertaan investor luar negeri dalam peatpan BUMN
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diharapkan dapan memberikan suasana baru dalakutiggn BUMN, dan
diharapkan dapat merubah budaya kerja karyawan BUti¥jadi lebih
baik. Namun demikian semua harapan tersebut masgaritung kepada
pemerintah Indonesia yang masih memegang mayosiédem BUMN
tersebut.

e. Privatisas Melalui Private Placement oleh Investor Luar Negeri dengan
Penyertaan di atas 50%

Strategi privatisasi melalygrivat placement oleh investor luar negeri
dengan penyertaan di atas 50% akan membawa darapgksignifikan bagi
BUMN dan pemerintah Indonesia. Pemerintah akan reestgh dana yang
diperlukan untuk menutup devisit APBN. Penyertaadah dari luar negeri
akan menyebabkan bertambahnya uang beredar di dsi@on yang
diharapkan dapat mendongkrak percepatan perputaegkonomian dan
penyediaan lapangan kerja. Dengan penyertaan yebily besar, investor
asing memiliki kekuatan untuk menentukan kebijakd@am BUMN,
sehingga akan terjadi pergeseran peran pemerintgh pemilik dan
pelaksana usaha menjadi regulator dan promotojakeini.

Privatisasi yang telah dilaksanakan selama ini p&dayataannya
mengalami banyak hambatan, antara lain terbatagnyéah investor yang
tertarik untuk menanamkan modalnya di BUMN Indoaeftendahnya minat
investor, terutama investor asing, di sini dipickehotidak jelas dan tidak
konsistennya peraturan yang berkaitan dengan per@namodal, kurang
transparannya pemerintah dalam membuat keputusag lyarkaitan dengan
privatisasi, serta kurangnya sosialisasi kepadakgiihak yang terkait dengan
BUMN yang akan diprivatisasi.

Pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintatkalten dengan
proses privatisasi dinilai kurang transparan daaktimengacu kepada suatu
sistem dan prosedur yang jelas. Dalam rangka mkatkan transparansi,
pelaksanaan proses privatisasi seyogyanya mengilstéim dan prosedur yang
telah ditetapkan, dan dilakukan secara terbukandarti tidak ada informasi
yang disembunyikan. Dengan demikian pihak-pihalgylaerkepentingan dapat
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan privati8d$MN, serta ikut
mengawasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yemadi dalam proses
privatisasi BUMN.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa préeaii yang dapat
mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarkiddnesia adalah
privatisasi yang mampu meningkatkan kinerja BUMNympu mendorong BUMN
untuk menerapkan prinsip-prinsigood governance dalam pengelolaan BUMN,
mampu meningkatkan akses ke pasar internasionahpmanendorong terjadinya
transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu memd) terjadinya perubahan
budaya kerja, serta mampu menghasilkan dana unehutmp defisit APBN.
Berdasarkan analisis terhadap model-model privgitigang ada, yaitu model
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privatisasi melalui penjualan saham di pasar mquialate placement oleh investor
dalam negeri dengan penyertaan di bawah 50%, terighwa model privatisasi
terakhir merupakan alternatif terbaik.

Namun demikian investor baru harus memenuhi sy@tat tertentu, antara
lain investor baru adalah perusahaan yang bergdirddidang usaha yang sama
dengan BUMN vyang akan diprivatisasi, memiliki regmityang baik di tingkat
internasional, memiliki jaringan pemasaran yang ldatingkat internasional, telah
menerapkan prinsip-prinsigood corporate government dalam perusahaannya,
telah memiliki budaya kerja yang baik dalam perasaimya, serta memiliki
keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
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